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1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Dengan diberlakukannya kembali Jembaga paksa badan di Indonesia 
melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2000, secara 
hipotesis dapat diharapkan bahwa penerapan lembaga paksa badan ini 
akan dapat membantu mempercepat proses pemulihan (recovery) kondjsi 
perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis, dim ana 
salah satu penyebab krisis ini adalah tindakan-tindakan dati para debitur 
yang tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya padahal dirinya mampu 
untuk melunasinya, dcngan diberlakukannya lcmbaga paksa badan maka 
diharapkan tindakan-tindakan debitur tcrsebut dapat di eliminir atau 
setidaknya dapat di minimalisir. 
h. 	 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2000, 
yang di dalamnya mempunyai pengaturan yang lebih sesuai untt,lk 
diterapkan pada kondisi saat ini (up to date) bila dibandingkan dengan 
pengaturotn paba badan seperti yang terdapat di datam HIR , dapat 
disimpulkan akan dapal menimbulkan dampak yang positifbagi kepastian 
dunia llsaha dan tcntunya akan lebih mcningkatkan kewibawaan hukum 
utamanya dalam bidang perdata, selatn itu dengan diterapkannya PERMA 
No. J tahun 2000 ini di harapkan proses pelaksanaan eksekusi perdata 
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yang selama ini sering tidak dapat dilaksanakan di karenakan objek 
sengketa / barang jaminan telah dialihkan kepada pihak ke tiga, dapat 
menjadi altematif untuk menekan pihak yang kalah untuk mau memenuhi 
putusan peradilan. 
2. 	 Saran 
a. 	 PERMA No. 1 Tahun 2000 mengenai paksa badan ini, masih perlu untuk 
disempumakan lagi di karenakan di dalamnya masih banyak kelemahan­
kelemahan seperti misalnya jumlah hutang minimal 1 Miliard rupiah yang 
menjadi batas minimal pemberlakuan paksa badan di rasa sangat 
diskriminatif dan juga pengaturannya tidak jelas, apakah jumlah Rp. 1 M 
itu merupakan murni hutang pokok ataukah hutang pokok ditambah bunga 
ataukah yang lainnya, tentu saja hal ini memerlukan pengaturan lebih 
lanjut. Selain itu kelemahan dari PERMA No. t Tahun 2000 adalah di 
dalamnya tidak mengatur bagaimana penyclcsaian hutang piutang. bila 
setclah 3 tahun dcbitur tetap saja tidak mall memenuhi kewajibannya, 
apakah debitur itu akan dilepaskan ataukah di ambil tindakan-tindak~n 
tertentu, PERMA No. I TallOn 2000, tidak mengatur lebih lanjut masalah 
ini. Di dalam I'ERMA No. I tahun diatur juga masalah penetapan paksa 
badan yang di dasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur di 
dalam pasal 224 fUR, letapi sampa! saat ini belum ada suatu aturan baku I 
standarisasi mengenai bentuk dari surat pengakuan hutang tersebut, hal ini 
tentu saja berimpl ika<;i negatif terhadap pelaksanaan eksekusi yang 
didasarkan atas grosse akta surat pengakuan hutang. Oleh karena itu 
